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Received: 19 February 2025 This study aims to determine and understand the implementation of the
Revised: 21 March 2025 al-"Adah muhakkamah principle on the inheritance rights of Sasak
Accepted: 21 March 2025 daughters. The formulation of the problem is: first, what is the form of

Published: 28 March 2025 inheritance distribution for Sasak daughters. Second, how is the

implementation of the al-'Adah muhakkamah principle in determining

gfxzrdzsa kat Fitri, Ibn the inheritance rights of_ Sasak daughters. This study uses a qualitative
Taimiyyah, Majmii® al-Fatawa. research type, namely library research, which focuses on the study of

manuscripts and texts, using normative and comparative approaches.
Kata kunci: The results of the study found: first, the form of inheritance rights
Qimah, Zakat Fitri, Ibnu obtained by Sasak daughters is in the form of household furniture,
Taimiyyah, Majmi® al-Fatawa. jewelry, clothing and woven fabrics. As for inheritance rights in the

form of land, houses and rice fields are fully given to sons, because in
the distribution of inheritance in the Sasak community, sons are given
more priority, because the Sasak community uses a patrilineal kinship
system that draws male lineage. The second is related to the
implementation of the al-'Adah muhakkamh principle, if seen from the
implementation process, it is determined through deliberation
accompanied by traditional leaders in order to maintain family
harmony. However, the inheritance rights determined for Sasak girls
are not in accordance with Islamic law values where the level cannot
be measured, only determined in the form of household furniture,
jewelry, clothing and woven fabrics. Al-'Adah in the Sasak community
cannot be used as law because it is a fasid custom

Abstrak

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui dan memahami
Implementasi kaidah al-‘Adah muhakkamah pada hak waris anak
perempuan sasak. Rumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimana
bentuk pembagian harta waris pada anak perempuan sasak. Kedua,
bagaimana Implementasi kaidah al-‘Adah muhakkamah pada
penentukan hak waris anak perempuan sasak. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan
(library research), yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan
menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan
komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan: pertama bentuk hak
waris yang didapatkan oleh anak perempuan sasak yaitu berupa
perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun. Adapun
hak waris berupa tanah, rumah dan sawah sepenuhnya diberikan
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kepada anak laki-laki, karena dalam pembagian harta waris pada
masyarakat sasak lebih mengistimewakan anak laki-laki, dikarenakan
masyarakat sasak menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang
menarik garis keturunan laki-laki. Kedua terkait pada Implementasi
kaidah al- ‘Adah muhakkamh, jika dilihat dari proses pelaksanaannya
yaitu ditetapkan secara musyawarah dengan didampingi oleh
pemangku adat guna untuk menjaga keharmonisan keluarga. Akan
tetapi hak waris yang ditetapkan pada anak perempuan sasak tidak
sesuai dengan nilai hukum Islam yang dimana kadarnya tidak dapat
diukur hanya ditentukan berupa perabotan rumah tangga, perhiasan,
pakaian dan kain tenun. Al-‘Adah pada masyarakat sasak tidak dapat
dijadikan hukum karena merupakan adat yang fasid.
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PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang syamil, mutakamil atau menyeluruh dan sempurna.
Maksud dari kata “menyeluruh” adalah ajaran agama Islam menghimpun seluruh zaman
kehidupan dan juga keberadaan manusia. Selain itu ajaran agama Islam dikatakan
“sempurna” sebab meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia baik yang berhubungan
dengan sesama manusia maupun hubungan dengan sang pencipta, manusia serta keutuhan
aturan hukum Allah dalam melindungi kemaslahatan bagi ummat Islam serta
mengantarkan mereka menggapai kegembiraan dan keselamatan hidup di dunia dan di
akhirat. Hal tersebut termuat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Maidah/5: 3.
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Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan
nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa
terpaksa karena lapar, bu kan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha
Pengampun, Maha penyayang.!

Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, yakni menyempurnakan hukum-
hukum-Nya yang dibutuhkan oleh orang-orang beriman berupa halal dan haram. Telah
dicukupkan kepada umat ini nikmat, yakni dengan disempurnakan agama dan
ditaklukkannya Makkah serta dengan keputusasaan orang-orang kafir untuk mengalahkan
Islam, sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada umat Islam. Allah telah meridhai
Islam sebagai Agama umat Islam, maka tidaklah mereka memerlukan agama selain

!Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan (Depok: Al-Najah, 2015), h.107.
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agama Allah dan tidak kepada nabi selain nabi Muhammad saw. oleh karena itu Allah
menjadikan Muhammad sebagai nabi penutup para nabi.?

Fikih dalam Islam memiliki kedudukan besar yang berfungsi untuk merangkum
dalil-dali dalam al-Qur’an dan sunah yang memadukan antara satu dalil dengan dalil yang
lain menjadi sebuah kesimpulan hukum. Adapun yang perlu didalami dalam ilmu fikih
adalah ilmu tentang al-gawa 'id al-fighiyyah atau kaidah fikih.?

Kaidah fikih dapat menyentuh berbagai permasalahan, termasuk masalah waris
anak perempun dan anak laki-laki juga antara saudara perempuan dan saudara laki-laki.
Manusia hanya mampu memanfaatkan dan mengelolanya, akan tetapi bukan termasuk
pemilik seutuhnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan dan kekuatan agar mampu
mengelola apa yang Allah Swt. berikan pada mereka. Sesungguhnya semua yang ada
antara langit dan bumi adalah milik Allah Swt.* Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-
Nisa/4: 126.

Ld s 2 g5 8 065 So 9 & U5 ol 3 G

Terjemahnya:

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan
(pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu.®

Ayat tersebut menegaskan bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini
merupakan wujud dari kepemilikan-Nya dan Maha Kuasa atas segalanya. Pengetahuan
Allah meliputi segala sesuatu, yang besar maupun kecil, yang tampak maupun yang
tersembunyi, dan yang diucapkan maupun yang hanya terlintas di dalam hati dan pikian
manusia.’

Sebagaimana yang diketahui harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia
sangatlah sensitif dalam kekeluargaan, terutama pada pembagian harta waris bagi anak
perempuan dan anak laki-laki, dalam pembagian hukum Islam anak laki-laki
mendapatkan bagian sama dengan dua orang anak perempuan, sedangkan bagian anak
perempuan yang lebih dari dua mendapatakan harta warisan dua pertiga dari harta
peninggalan orangtuanya, adapun jika anak perempuan hanya seorang saja maka ia
mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Namun, tidak lepas juga dari hukum
adat yang berlaku pada daerah-daerah tertentu, sering kali dijumpai pembagian harta
waris yang tidak sesuai dengan yang disyatiatkan dalam hukum Islam. Hukum adat dalam
pandangan Islam tentu sesuatu yang kemudian harus sesuai dengan tuntunan syariat
Islam.’

Maka hukum adat yang dimaksud adalah sebuah kebiasaan yang terulang dalam
masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadi$ serta tidak pula
bertentangan dengan akal sehat. Adat yang baik dapat dijadikan sebagai hukum penetapan
suatu perkara. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al- ‘Adah muhakkamah

2Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Lubabu al-Tafsir min Ibni kasir (Cet. II; Kairo:
Muassasah Dar al-Hilal, 1424 H/2003 M), h. 10.

3Agung Sasongko, “Syumuliatul Islam”, Jurnal Privat Law 10, no 1 (2016): h. 2.

“Hermansyah dan Ahmad Fathoni, “ Kedudukan Harta dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”. Jurnal
Peradaban dan Hukum Islam 1 no. 2 (2018): h.110.

SKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h. 98.

6Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Farh al-Ansari al-Khazraji Al-Qurtubi, Tafsir Al-
Qurtubi Al-Jami’ It Al-Ahkam Al-Qur’an (Cet. I;Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), h. 172-173.

"Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaeni Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar wa
La Dirar dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi” Nukhbatul Ulum 6 no. 1 (2020), h. 51.
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yang dalam artinya memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum, makna
muhakkamah dalam kaidah tersebut menjadi referensi ketika terjadi perselisinan
mengenai suatu perkara.®

Kaidah fikih dimaknai sebagai prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum
hukum syara secara global, yang meliputi seluruh cabang masalah fikih baik yang telah
ditetapkan dalam al-Qur’an dan sunah, setara dengan masalah atau kebiasan hukum yang
berlaku, sehingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama
dalam menentukan hukum syar’i.°

Hukum waris di Indonesia sendiri masih bersifat pluralisme hukum (beragam). Di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis-jenis sistem hukum waris,
yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Pada realitanya
hukum waris adat masih dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang ada
dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal, matrilineal dan bilateral .2

Menurut hukum Islam, warisan tidak hanya didapatkan oleh keluarga inti saja,
melainkan juga didapatkan oleh keturunan dari garis lurus ke bawah, samping, dan juga
atas. Terkait pembagian harta warisan melalui proses pewarisan dikalangan masyarakat,
Indonesia juga mengenal pembagian warisan secara adat, berbeda halnya dengan hukum
kewarisan Islam dan hukum kewarisan yang terdapat di dalam Undang-Undang, hukum
kewarisan adat yang berlaku bersumber dari kebiasaan masyarakat dari suatu daerah
tertentu. Olehnya pembagian kewarisan menurut hukum adat, hanya terbatas pada daerah
dan masyarakat tertentu saja.!

Selain subyek pewarisan, unsur kedua adalah obyek pewarisan yaitu harta benda
yang hendak diwariskan. Harta benda ini ada yang berwujud seperti tanah, rumabh,
tanaman, ternak, emas, atau berlian, dan harta benda tidak berwujud. Seperti gelar
kebangsawanan, nama baik atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat, dan status
sosial. Harta berwujud benda dapat pula diklasifikasikan sebagai harta benda yang
bernilai magis seperti tombak, pusaka, keris pusaka, guci pusaka, yang dipandang
memiliki kekuatan gaib.

Dalam pembagian harta warisan terhadap anak perempuan sasak ialah mereka tidak
mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan, karena hakikatnya anak
perempuan sasak dianggap keluar dari keluarganya, dan akan berpindah ke keluarga
suaminya setelah menikah, dikarenakan masyarakat sasak menganut sistem patrilineal,
pada sistem ini hak waris anak perempuan sasak tidak dianggap dan hanya akan
mendapatkan berupa pemberian secara sukarela dari harta yang ditinggalkan oleh
orangtuanya.

SMuhammad Fitrah Nisardi, dkk., “Penerapan Kaidah Fikih Al-‘Addah Muhakkamah dalam
Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”
Qadauna 4 no. 2 (April 2023), h. 501.

®Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaeni Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar wa
La Dirar dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”” Nukhbatul Ulum, h. 52.

Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia (Cet. 1; Kencana:
Prenadamedia Group, 2018), h. 1-2.

HEllyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Indonesia, h. 20.

12Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indoneia: Sistem Kekerabatan,
Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat (Cet. 1; Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015 M), h.
103.

3Muhammad Mansyur, dkk. “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa
Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur” Jurnal Education and Development 7 no. 2 (2019), h. 209.
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Kultur budaya pada masyarakat sasak merupakan antara hukum Islam dan hukum
Adat. Salah satu tradisi yang masih berlaku pada masyarakat sasak yaitu pembagian harta
warisan bagi anak perempuan sasak

Dalam sistem hukum Indonesia masih terdapat kemajmukan hukum yang berlaku
pada daerah tertentu, sehingga pada masalah perwarisan pun ada tiga sistem waris yang
berlaku dan masih diterima oleh masyarakat Indonesia salah satunya yaitu sistem
kekerabatan patrilineal yang digunakan oleh masyarakat suku sasak yang dimana pada
sistem tersebut menarik garis keturunan anak laki-laki/bapak dalam pembagian harta
waris. Sebelumnya telah banyak peneliti yang membahas/mengangkat permasalah terkait
perwarisan pada masyarakat suku sasak dengan tinjauan hukum Islam .2

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Implementasi kaidah al-‘Adah muhakkamah pada hak waris anak
perempuan sasak ”, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pembagian Harta Warisan pada Anak Perempuan Sasak?
2. Bagaimana Implementasi kaidah al-‘ddah muhakkamah pada Penentuan Hak

Waris Anak Perempuan Sasak?

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk pembagian harta warisan pada anak perempuan Sasak.
2. Untuk mengetahui Implementasi kaidah al- ‘Adah muhakkamah pada Penentuan

Hak Waris Anak perempuan Sasak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka
(library research). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam
kontek sosial secara imiah. Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber
kepustakaan yang ada kaitannya dengan hukum waris adat dan kaidah fikih al-‘4dah
muhakkamah dengan mengkaji leteratur ilmiah seperti kitab para ulama, buku-buku,
jurnal, website, dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Fatmah Taufiq dan Mohd Izhar Ariff bin Mohd
Qasim dengan judul “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam ”.%° hasil dari
Jurnal ini yaitu bahwasanya dalam kajian ustl figh, al-Addah muhakkamah diperlukan
pada suatu kebiasan hukum adat yang berkembang ditengah masyarakat. Para ulama usiil
figh mempergunakan kaidah tersebut dalam menjelaskan kebiasan/adat, sedangkan
penelitian ini fokus pada adat pewarisan masyarakat suku sasak terhadap anak
perempuan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Habibah Fiteriana dengan judul “Realisasi Kaidah
Figh Al-‘Adah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbat dalam Kajian Hukum Keluarga
Islam”.*® Hasil pada penelitian ini yaitu, makna kaidah al-‘Adah muhakkamah adalah
adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum di masyarakat. Kaidah ini memiliki

1Rizka Dwi Indah Savitri, “Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Waris
Studi di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah”, Skripsi, h. 9-10.

Fatmah Taufiqd, Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim, “ Kaedah Adat Muhakkamah dalam
Pandangan Islam”, Jurnal Sosiologi USK 9 no. 1 (Juni 2016), h. 82.

®Habibah Fiterian, “Realisasi Kaidah Figh al-‘Adah muhakkamah Sebagai Metode Istinbath
dalam Kajian Hukum Keluarga Islam” Skripsi (Kalimantan: Fak. Pascasarjana Universitas Islam Negeri
UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

140 | Rosmita, Nurfiah, Mareta Fatmawati
Implementasi Kaidah al-‘Adah Muhakkamah pada Hak Waris Anak Perempuan Sasak



AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab  mmm i 2
Vol. 4, No. 2 (2025): 136-156 AL-QIBLAH
doi: 10.36701/qgiblah.v4i2.2043

JURNAL
STUDI ISLAM
DAN BAHASA ARAB
—

dua belas cabang yang keseluruhannya sangat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai
sandaran dalam menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. sedang pada penelitian
ini penulis akan berfokus pada hak waris anak perempuan sasak yang dikaji dengan
kaidah al-*Adah muhakkamah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syamsuriadi dengan judul ‘“Pembagian
Harta Warisan pada Masyarakat Adat Sasak di Desa Mekar Jaya Kec. Toili Barat Kab.
Banggai Menurut Hukum Islam”.}” Berdasarkan hasil penelitiannya, dalam praktek
pembagian harta warisan yang diterapkan oleh masyarakat adat sasak di Desa Mekar Jaya
dilakukan dengan dua cara yaitu; 1) harta akan dibagaikan kepada para ahli waris sebelum
sang pewaris meninggal dunia. Namun dalam hal ini biasanya harta akan dibagikan ketika
pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjuk siapa yang
berhak mendapatkan hartanya; 2) pembagian harta waris akan di lakukan ketika pewaris
dinyatakan telah meninggal dunia, dengan bagian yang sama antara anak perempuan
dengan anak laki-laki. Pemikiran pembeda dalam penelitian ini ialah, penelitian
sebelumnya mengkaji dari segi hukum Islam sedangkan penelitian ini penulis secara
khusus mengkaji dengan kaidah al- ‘Addah muhakkamah pada hak waris anak perempuan
sasak yang menggunakan sistem patrilineal.

PEMBAHASAN

Bentuk Pembagian Harta Warisan pada Anak Perempuan Sasak

Warisan pada umumnya mengandung makna sebagai harta peninggalan dari
seorang yang meninggal dunia yang peralihan hartanya diberikan kepada mereka yang
berhak mendapatkannya baik karena hal sebab atau karena hal nasab yang terkait pada
pewaris. Warisan dikalangan masyarakat adat sasak terhusus pada hak waris anak
perempuan sasak yang dimana mereka mendapatkan hak waris berupa perabotan rumah
tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan dari orangtuanya. Sedangkan hak
waris berupa rumah dan tanah akan diberikan kepada anak laki-laki tertua, karena
perempuan pada masyarakat adat sasak akan mengikuti keluarga dari suamuinya setelah
menikah.8

Kultur budaya pada masyarakat sasak merupakan antara hukum Islam dan hukum
Adat. Salah satu hukum adat yang masih berlaku dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang
turun temurun pada masyarakat adat sasak yaitu pada masalah pembagian harta warisan,
khususnya hak waris pada anak perempuan sasak. Dalam kasus pengangkatan anak
perempuan pada adat sasak tidak menganggap anak perempuan sebagai ahli waris,
sedangkan dalam pengangakatan anak laki-laki maka akan mendapatkan hak waris yang
lebih besar. Hal ini dikarenakan suku sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal
dimana garis keturunan mengikuti garis bapak atau pihak laki-laki, sehingga kaum laki-
laki pada masyarakat suku sasak memiliki kedudukan yang lebih tinggi.*®

1" Ahmad Syamsuriadi, “Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Sasak di Desa Mekar
Jaya Kec. Toili Kab. Banggai Menurut Hukum Islam”, Skripsi (Palu: Fak. Syariah Institut Agama Islam
IAIN Palu, 2019).

8Rizka Dwi Indah Savutri, “ Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Warisan
(Studi didusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, Skripsi (Mataram: Fak. Hukum Mataram, 2020), h. 12.

BRizka Dwi Indah Savutri, ¢ Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Warisan
(Studi didusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, Skripsi, h. 9.
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Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku sasak menggunakan
sistem adat istiadat yang suadah turun temurun dan menjadi suatu kebiasan yang paten
dan sulit untuk diubah, menurut masyarakat suku sasak bahwasanya hak waris pada anak
perempuan sasak tidak mendapatkan warisan berupa rumah, tanah dan sawah melainkan
berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan
orangtuanya. Adapun harta warisan yang khususnya rumah, sawah/tanah diberikan
kepada anak laki-laki, apabila dalam satu anggota keluarga terdapat dua anak laki-laki,
yaitu anak laki-laki pertama dan anak laki-laki bungsu. Maka harta warisan rumah,
sawah/tanah akan dibagi dua antara anak laki-laki pertama dan anak laki-laki bungsu.
Kedudukan anak perempuan pun akan tergeser, karena sejatinya pada masyarakat suku
sasak anak perempuan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan orangtuanya.
Anak perempuan sasak bisa saja mendapatkan hak waris satu pertiga (1/3) dan bisa juga
lebih jika ada kesepakatan dari pihak keluarga. Adapun jika pada anggota keluarga hanya
teradapat seorang anak perempuan dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka ia akan
mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orangtuanya. Hal tersebut diistilahkan
dengan ‘Urung’ yaitu (anak perempuan tersebut beruntung)

Masyarakat adat sasak sebagian besar beragama Islam. Akan tetapi masyarakat
susku sasak tetap tunduk pada ajaran hukum adat Tradisional. Menurut hukum adat yang
berlaku pada masyarakat sasak perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya
yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat sasak menganut sisitem
patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki/bapak. Anak perempuan
dianggap keluar dari kelurganya dan berpindah ke keluarga suaminya, maka anak
perempuan sasak boleh membawa barang-barang, perhiasan dari emas atau perak
berbentu cincin dijarinya, giwang atau anting, kalung dilehernya dan gelang yang dipakai
pada tangannya, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun.?°

Menurut masyarakat adat sasak waris adat ialah suatu harta baik itu harta bergerak
atau harta yang tidak bergerak yang merupakan harta peninggalan orangtua (pewaris)
yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris/keluarganya. Pembagian harta warisan ini
harus dalam keadaan bersih, maksudnya ialah bahwasanya harta warisan trsebut telah
dikurangi dengan hutang-hutang pewaris semasa hidupnya. Jika sudah dikurangi dengan
dengan melunasi hutang-hutang pewaris barulah dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris.
Alasan masyarakat suku sasak tetep menggunakan atau mengembangkan hukum waris
adat karena dianggap lebih mudah dan sederhana dalam proses pembagiannya, tidak
berbelit-belit dan lebih mengutamakan rasa keharmonisan dalam kekeluargaan. Adapun
pelaksanaan pembagain waris dilakukan dengan cara yaitu;

1. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga
2. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat,
sesepuh desa (kepala/pemangku adat).?*

Keturunan pada masyarakat sasak sangat penting terutama pada laki-laki dalam
suatau keluarga pada masyarakat suku sasak yang dimana kedudukannya yang dipandang
jauh lebih tinggi selain itu juga anak laki-laki dianggap sebagai penerus keturunanan dan

DRizka Dwi Indah Savitri, “ Kedudukan Anak Perempuan Sasak dalam Pembagian Harta Warisan
(Studi didusun Sade Kabupaten Lombok Tengah)”, Skripsi, h. 12.

ZMuhammad masyur, dkk., “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa
Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”, Jurnal Education and Development 7 no. 2 (April
2019), h. 298.
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juga akan mewariskan dan mempertahankan nama baik keluarga.Sehingga dengan hal
tersebut anak laki-laki lebih diistemewakan dalam hal warisan. Sebaliknya pada anak
perempuan sasak tidak diistemewakan dalam pembagian warisan karena menganggap
apabila kelak setelah menikah, maka akan mengikuti keluarga suaminya dan anak yang
akan dilahirkannya akan mengikuti atau membawa nama keluarga suaminya. Sehingga
anak perempuan sasak yang sudah menikah akan melepaskan nama keluarga aslinya, dan
dianggap berakhirlah tugas orangtuanya pada anak perempuannya. Dalam hal ini anak
perempuan sasak akan mendapatkan hak waris berupa perabotan rumah tangga,
perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan orangtuanya (ala kadarnya). Akan tetapi
semua bentuk harta benda tersebut tidak anggap sebagai harta warisan, melainkan hanya
dianggap sebagai pemberian hadiah untuk perkawinannya kelak dan sebagai rasa kasih
saying orangtua kepada anak.?

Dalam pembagian harta warisan pada masyarakat sasak apabila orantua dari ahli
waris tidak melakukan pembagian harta waris secara sebagaiman yang telah ditetapkan
oleh hukim adat, maka ahli waris akan akan memanggil kepala dusun atau pemangku adat
guna untuk menyelesaikan pokok permasalahan yang dihadapi oleh keluarga tersebut.
Perlindungan hukum atau hak hukm waris yang diberikan kepada anak perempuan sasak
dalam mendapatkan hak waris berdasarkan hukum adat sasak ialah hanya dalam bentuk
warisan perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun peninggalan
orangtuanya. Karena anak perempuan pada masyarakat suku sasak tidak berhak dalam
pewarisan. Apabila anak perempuan sasak tidak mendapatkan hak waris dan menuntut
keadilan kepada pemangku adat atau kepala suku, maka tuntutan tersebut tidak akan
diterima atau tidak akan diproses, karena anak perempuan sasak tidak mempunyai hak
untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya kecuali orangtua atau saudara
kandungnya memberikan harta warisan secara sukarela

Penagaturan hak waris bagi anak perempuan dalam hukum Islam dan telah jelas
dijelakan dan diatur dalam al-Qur’an, yang intinya terdapat dalam QS al-Nisa/4:7,11.
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Terjemahnya:
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan.?
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2Muhammad masyur, dkk., “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa
Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”, Jurnal Education and Development 7 no. 2 (April
2019), h. 299.

ZKementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h.78.
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Terjemahnya:
Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk)
anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari
dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak
perempuan) itu seorang saja, maka dia memperolen setengah (harta yang
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),
maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di

atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara

mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.?*

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwsanya hubungan kekerabatan (garabah) dan
hubungan keturunan (nasab) merupakan sebab utama dalam pembagian warisan. Dalam
ilmu faraid bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan berdasarkan keadaan dan
hubungan antara pewaris dan ahli waris, Alla Swt. memberitahukan hak-hak bagi setiap
ahli waris. Yaitu bagi kerabat laki-laki baik yang masih kecil maupun yang dewasa,
bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit, begitu juga bagi perempuan baik yang masih
kecil maupun yang dewasa bagian harta yang ditinggalkan oleh mayit, baik harta yang
ditinggalkan banyak maupun sedikit. Allah mewajibkan hak tertentu yang telah jelas
bagian bagi para perempuan dan laki-laki.?® Pada ayat 11 surah al-Nisa secara
jelas/gamblang dan tegas dan bahkan lugas dalam menjelaskan dan menerangkan hak
bagain masing-masing ahli waris bagi anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan
usia dan kedudukan keduanya, pada ayat selanjutnya, yaitu QS. al-Nisa/4:12 juga
menjelasakan bagian hak perempuan dalam warisan yaitu bagian seorang istri dan bagian
bagi saudara laki-laki maupun perempuan seibu. yaitu
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Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalakan oleh
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
memepunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah

24Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h. 78.
5 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Lubabu Al-Tafsir min ibni kasir (Cet. I;
Kairo: Muassasah Dar al-Hilal, 1414 H/1994 M), h.242.
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dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan
jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi)
wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau
seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah
(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan telah dibayar) utangnya dengan tidak
menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha
Mengetahui, Maha Penyantu.®
Pada ayat tersebut menjelaskan tentang warisan suami-istri, saudara dan orang yang
tidak mempunyai anak dan oran tua. Para suami, bagi mereka separuh harta warisan yang
ditinggalkan oleh istri-istrinya, jika para istri tidak memiliki anak baik laki-laki maupun
perempuan. Bagi para suami seperempat harta warisan jika dia (istri) mempunyai anak,
setelah wasiat dan hutangnya dipenuhi. Pada ayat tersebut juga menjelaskan dan
menerangkan hak waris bagi anak perempuan (saudara perempuan seibu), maka bagi
masing-masing saudaranya itu seperenam harta warisan baik laki-laki maupun
perempuan, maka bagi mereka sepertiga harta warisan yang takarannya sama antara laki-
laki dan perempuan, setelah wasiat dan hutangnya ditunaikan jika ada.?’” Sebagaimana
yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwasanya ada beberapa faktor/hal yang
menyebabkan anak perempuan sasak mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak
laki-laki dalam perkara hak waris, diantaranya yaitu;

a. Masyarakat suku sasak menganut sistem patrilineal yang artinya sistem keturunan
ditarik oleh garis bapak/anak laki-laki, yang menunjuk bahwa kedudukan anak laki-
laki lebih menonjol dan lebih diistimewakan

b. Masyarakat suku sasak sangat mengutamakan nama pewaris dari keluarga tersebut.
Yang dimana anak laki-lakilah yang membawa nama keluarga untuk di teruskan pada
keturunan atau pada generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan jika kelak telah
menikah maka akan keluar dari keluar dari keluarga aslinya dan mengikuti keluarga
suaminya.?®

Implementasi Kaidah al-‘4dah Muhakkamah pada Penentuan Hak Waris Anak
Perempuan Sasak

Kaidah al-‘Adah muhakkamah merupakan prinsip hukum Islam yang menjadikan
adat/kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan yang diakui dalam masyarakat dapat
dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Hal ini
menunjukkan bahwa pentingnya konteks budaya dalam menentukan hukum, kaidah ini
juga mengimplikasikan bahwa dalam hukum Islam apabila suatu kebiasaan yang menjadi
hal yang ma’rif (diketahui) dan turun temurun dikalangan masyarakat dapat dianggap

ZKementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan (Depok; Al-Najah, 2015), h. 78.

2 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Lubabu al-Tafsi min ibni Kasir, h. 247.

ZMuhammad Mansyur, dkk., “Pelakasanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di
Desa Semaya Kecanatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”, Jurnal Education and Development 7 no. 2
(April 2019), h. 297.
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sama nilainya dengan hukum yang disyaratkan oleh agama Islam, begitu juga sebaliknya
jika suatu hukum adat/kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka adat
tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.?® Meskipun suatu adat sudah
diakui oleh masyarakat atau individu

Al- ‘Adah merupakan bahasa arab (§3L;J\) yang artinya adat/tradisi.>® Adapun secara

istilah al- ‘Adah ialah kebiasaan yang diakui oleh masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan

yang turun temurun, al- ‘adah juga dapat dimaknai dengan al- ‘urf. Kedua istilah tersebut

secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda yaitu kebiasaan/adat yang
telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat pada daerah tertentu dan
keberlangsungannya sudah lama.*

Para Ulama menetapkan bahwasanya suatu tradisi yang dapat dijadikan pedoman
hukum adalah tradisi yang telah berlaku sejak lama dan telah diketahui oleh masyarakat
secara umum, yang tidak betentangan dengan nas, al-Qur’an dan hadis, dan juga dapat
diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi.®® Sebagaimana dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud;

Bris b e 546 Ges DL TG

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh kaum mulim, maka itu juga baik disisi Allah.

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya adat yang baik dan yang disepakati juga
diterima secara umum oleh kaum muslim, maka nilainya pun baik disisi Allah. Hadis
tersebut juga menunjukkan bahwa adat kebudayaan yang baik pada masyarakat dapat
diangkat sebagai hukum jika praktiknya sesuai dengan nilai hukum Islam, maka
adat/kebiasaan juga diterima dalam pandangan syari’at.3* Dari sisi keabsahannya suatu
adat/kebiasaan (‘urf) agar dapat dijadikan sebagai hukum maka harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut;

1. ‘Urf harus berlaku umum, yaitu harus difahami oleh semua kalangan masyarakat,
baik pada daerah tertentu atau diseluruh daerah
2. Tidak bertentangan dengan nash syar i, juga tidak bertentangan dengan dalil syara’
seperti al-Qur’an dan hadis. Jika bertentangan dengan salah satu landasan hukum
tersebut, maka tidak dapat dijadikan hukum.

‘Urf'sudah berlaku sejak lama, bukan ‘urf'yang baru.

. Tidak berbenturan dengan tasrih (ketegasan seseorang dalam suatu masalah), jika
berbenturan dengan tasrih maka tidak dapat diberlakukan sebagai suatu
kebiasaan.*

Imam Syafi’l yang terkenal dengan qaul gadim dan qaul jadid. Suatu ketika
menetapkan suatu hukum yang berbeda pada saat beliau masih berada di Makkah dengan

~ow

2¢Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa’id Al-Fighiyyah (Cet. 11I; Damaskus: Dar al-Qalam, 1414
H/1994 M), h. 39.

39Tim Redaksi, Mu ‘jam al-Wasit (Cet. 1; Kairo: Dar al-Da’wah, 1431 H/2019 M), h. 243,

31Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa’id Al-Fighiyyah, h. 54.

32Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawa ’id Al-Fighiyyah, h. 54.

BAl-Bukhari, Sahih Al-Bukhart (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987),h. 2052.

3*Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Adab al-Mufrad, h. 148.

BMuhammad Sidg bin Ahmad bin Muhammad al-Burnuwi, Al-Wajiz fi Iydah Qawa’id Al-
Fightyyah A\-Kulliyyah (Cet. V; Al-Risalah, 1422 H/2002 M), h. 303.
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setelah beliau berada di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab fiigaha berhujjah
berdasarkan ‘urf'yang berlaku pada tempat dan kedaan yan berbeda
Imam al-Qarafi seorang mujtahid yang bermazhab maliki, menyatakan bahwasanya
seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu harus meneliti
kebiasaan yang berlaku/yang diterapkan pada masyarakat setempat sehingga hukum yang
ditetapkan tidak bertentangan dan menghilankan kemaslahatan masyarakat dan juga tidak
menzalimi masyarakat pada suatu daerah. Imam al-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jatiziyyah
juga berpendapat bahwa adat yang dapat diterima sebagai hukum. Namun dengan catatan
apabila tidak ada nash yang menjelaskan mengenai hukum permasalahan yang dihadapi.
Contohnya pada penggunaan jasa pemandian umum dengan harga tertentu padahal
lamanya orang yang menggunakan jasa pemandian tersebut dengan kadar air yang
terpakai tidak dibatasi/tidak diketahui kadarnya. Akan tetapi karena permasalahan
tersebut telah memasyarakat, maka ulama menganggap akad tersebut sah.3®
Adat itu sendiri memiliki pengertian yang menduakalikan suatu perkara dengan
kembali mengulangi adat/kebiasaan yang berlaku juga dapat diartikan sebagai perbuatan
yang telah berulang kali dilakukan. Karena masyarakat telah menerima kebiasaan/adat
yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka. Adapun dalam terminologi ilmi
fikih yang dimaksudkan sebagai adat ialah ungkapan mengenai sesuatu yang telah
tertanam dalam masyarakat yang berupa perkara-perkara yang telah dilakukan dan
diulangi berkali-kali, dan yang telah diterima oleh tabiat/nilai yang baik. Ada beberapa
hal yang menjadikan adat tidak dapat ditetapkan sebagai adat, diantaranya yaitu;
1. Perbuatan yang belum menjadi kebiasaan
2. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan/individu
3. Perbuatan yang bertentangan dengan tabiat manusia yang lurus (normal).*’
Penentuan hak waris anak perempuan sasak pada masyarakat suku sasak memiliki
ciki khas tersendiri yang dipengaruhi oleh hukum adat local yang dimana anak perempuan
sasak hanya mendapatkan hak pemberian berupa perabotan rumah tangga, perhiasan,
pakain dan kain tenun peninggalan orangtuanya, adapun hak waris berupa rumah,
tanah/sawah sepenuhnya akan diberikan kepada anak laki-laki. Sebagaimana yang telah
penulis sebutkan sebelumnya bahwa masyarakat suku sasak menggunakan sistem
kekerabat patrilineal yang mengambil atau lebih mengistimewakan garis keturunan
bapak/anak laki-laki dalam hal pewarisan, peran adat lokal juga memiliki peran penting
dalam proses penentuan hak waris anak perempuan sasak. Berikut adalah beberapa hal-
hal yang mengenai penentuan hak waris anak perempuan sasak;
a) Dasar hukum dan pengaruh adat
b) Pembagian warisan menurut masyarakat adat sasak
¢) Pengaruh Hukum Islam
d) Kesepakatan keluarga.®

%Ahmad bin Muhammad Al-Zarqa, Syarah Al-Qawa’id Al-Fightyyah (Damaskus: Dar al-Qalam,
1989), h. 56.

$"Taufiq al-Hamdani, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan
Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Kabupaten Bone)”, Qadaiina Jurnal Mahasiswa
Hukum Keluarga Islam 3 no.1 (Desember 2021), h. 113.

%Muhammad Mansyur, dkk., “Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di
Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur,” Jurnal Education and Development 7 no. 2
(April 2019), h. 279.
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Pembagian harta waris anak perempuan sasak pada masyarakat sasak
seringkali/cenderung bedasarkan atas dasar hukum adat yang berlaku dan kesepakatan
keluarga yang dimana penentuan hak waris anak perempuan sasak hanya bendapatkan
pemberian secara sukarela dan putusan dari pemangku/tokoh adat yang telah melalui
proses permusyawarahan antar anggota keluarga dan ahli waris yang bersangkutan.
Musyawarah keluarga bertujuan untuk menacapai kesepakatan yang adil menurut hukum
adat yang berlaku dan menjaga keharmonisan keluarga. Proses penentuan hak waris pada
anakperempuan sasak telah menjadi suatu kebiasaan/adat yang turun temurun dari nenek
moyang mereka terdahulu dan telah menjadi ‘urf'yang dipandang baik pada masyarakat
adat sasak

Dalam penetuan hak waris anak perempuan sasak peneliti menganalisis permasalah
tersebut ditinjau dengan kaidah fikih al- ‘4dah muhakkamah, adapun turunan dari kaidah
tersebut ialah

L};;Lf G (sl
Artinya:

Sesuatu yang sudah menjadi maklum bersama kedudukan hukumnya seperti

disyaratkan.

Kaidah ini mengimplikasikan bahwa dalam hukum Islam yang menjadi kebiasaan
atau norma dalam masyarakat dapat dianggap sama nilainya dengan apa yang
disyariatkan secara resmi atau eksplisit. Dalam kontek hukum, ini bahwa praktek yang
umum diakui dalam masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan
hukum yang sah.*® Hadis riwayat al-Tirmizi

Mo s Sfus g1 B3 ) bt die DAL
Artinya:

Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya perjanjian dan kebiasaan yang disepakati dapat
diakui sebagai hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip musyawarah keluarga
bertujun untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga,
meskipun hasilnya berbeda dari aturan syariah yang ketat. Cara penentuan hak waris anak
perempuan sasak pada masyarakat sasak sudah menjadi adat yang turun temurun dari
nenek moyang mereka terdahulu, dan sudah menjadi ‘@dah/’urf yang diterima oleh
masyarakat sasak. Sebagalmana dalam firman AIIah QS. Al- Ma idah/ 5:8.

23 1P s Vi | e 233 Olis ;&M,; N mu s & S g o RURPHY
Helass LC;«,¢- A & H s i

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah

(dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap

3Muhammad Sidg bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnuwi, Al-Wajiz fi Iydhah Qawa’id Al-
Fighiyyah Al-Kulliyah, h. 302.

4OMuhammad Sidg bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnuwi, Al-Wajiz fi Iydhah Qawa’id Al-
Fighiyyah Al-Kulliyah, h. 303.

“Mustadrak Al-Hakim, Sahih Al-Tirmizi (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1990), h. 1352,
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suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil)

itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*?

Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya memberikan tuntunan agar umat Islam
berlaku adil, tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja,
walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Yakni orang yang selalu dan
bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran Allah, ketika kalian menjadi saksi maka
bersaksilah dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum, yakni kepada orang
kafir dan kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*?

Secara umum seseorang yang ditunjuk sebagai penegak hukum yang adil atau
seorang pemimpin yang adil memiliki tanggungjawab untuk menjaga agama dan
mengatur urusan dunia. Dalam lingkup agama, pemimpin menjaga keberlangsungan
akidah, syariat, dan akhlak sedangkan dalam urusan dunia, pemimpin mengatur masalah
Negara dan kekuasaan.** Oleh sebab itu dalam proses penentuan hak waris seorang
pemimpin (kepala suku) dibutuhkan dalam musyawarah guna untuk membantu
menyelesaiakan atau sebagai penengah diantra kedua belah pihak ahli waris.

QS. Al-Hujarat/49:10.

o35t iST60 d 1538y g G 3 B3 3 o
Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua

saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Ini adalah perjanjian yang
ditunaikan Allah di antara sesama orang-orang beriman. Siapa pun orangnya yang berada
dibelahan timur bumi ataupun barat yang beriman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab,
rasul rasul-Nya, serta beriman kepada hari akhir, maka ia adalah saudara orang-orang
yang beriman lainnya.*®

Berdasarkan sistem yang digunakan pada masyarakat sasak ialah sistem patrilineal
yang menarik garis keturunan laki-laki/bapak. Akan tetapi berdasarkan prinsip dasar atau
nilai yang ada pada masyarakat sasak, untuk menentukan hak waris pada anak perempuan
sasak dengan menggunakan jalur musyawarah untuk menentukan hak waris anak
perempuan sasak, kesepakatan keluarga dan diputuskan oleh pemangku adat pada
masyarakat tersebut, mereka lebih mementingkan keharmonisan keutuhan keluarga
dibandingkan dengan perselisihan pendapatan hak waris antara anak perempuan dan laki-
laki. Apabila dikaitkan dengan kaidah al-‘ddah muhakkamah maka hukum asal dari
tradisi masyarakat sasak dalam penentuan hak waris anak perempuan tidak sesuai dengan
apa yang dianjurkan oleh syariat Islam, maka adat/kebiasaan tersebut tidak dapat
dijadikan landasan hukum

Adat ketika ditinjau dari segi persepektif Islam maka dapat dibagi menjadi dua hal
yakni:

42Kementrian Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h. 108.

4Muhammad bin Ali al-Syawkani, Zubdatu al-Tafsir min Fathi AI-Qadi, h. 102.

“Rosmita, dkk., “Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di Lembaga
Pendidikan Islam”, Nukhbatul ‘Ulum: Junal Bidang Kajian Islam 9 no. 1 (2023), h. 26.

45Kementrian Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h. 516.

46Muhammad bin Ali Al-Syawkani, Zubdatu Al-Tafsir min Fathi Al-Qadi, h. 118.
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1. Adat sahih, merupakan kebiasaan masyarakat yang sesuai ataupun tidak
bertentangan dengan yang lebih tinggi sebagaimana yang terdapat dalam sumber
dari al-Qur’an dan sunah, dan juga adat tersebut tidak bertentangan dengan akal
sehat, atau pun undang-undang yang berlaku, dan adat tersebut memandang
kemaslahatan

2. Adat fasid atau adat yang rusak, merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh
masyarakat, yang dalam hal ini bertentangan dengan dalil yang bersumber dari al-
Qur’an dan sunah, dan juga bertentangan dengan akal sehat, dan juga undang-
undang yang berlaku.*’

Jika dilihat dari syarat, sebab dan rukun waris pada masyarakat sasak telah sesuai
dengan ilmu faraid yaitu adanya pewaris, harta waris dan ahli waris (yang menerima harta
warisan/harta peninggalan) dan adapaun dalam penentuan hak waris pada masing-masing
ahli waris yang cenderung mengutamakan permusyawarahan guna untuk menjaga
keharmonisan keluarga agar tidak menzalimi salah satu ahli waris dan pada pembagian
ini akan disesuaikan dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qu’an dan hadis yang
dimana anak perempuan mendapatakan 2/3 dari harta waris yang ditingglkan oleh orang
tuanya adapaun bagian bagi anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua anak
perempuan Yyaitu ¥ dari harta yang tinggalakan oleh orang tuanya. Akan tetapi tidak
semua masyarakat sasak yang memahami hal tersebut dan tidak dapat menerima
pembagian tersebut trhususnya pada masyarakat sasak yang masih tunduk pada adat
istiadat dan ajaran nenek moyang mereka. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan
sebulumnya oleh penulis yang dimana masih ada masyarakat suku sasak yang
menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang lebih mengutamakan dan
mengistimewakan anak laki-laki dalam perkara pembagian harta warisan dan kedudukan
anak perempuan tidak begitu diutamakan dalam hal tersebut. Karena dilihat dari hak waris
anak perempaun yang hanya mendapat pemberian berupa perabotan rumah tangga,
perhiasan, pakaian dan kain tenun, adapun hak waris berupa rumah, tanah/sawah
sepenuhnya akan diberikan pada anak laki-laki. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa
masyarakat sasak patuh pada adat fasid yang bertentangan dengan dalil al-Qu’an dan
hadis

Apabila suatu ketika anak perempuan sasak tidak mendapatkan hak waris kemudian
mengadukan/mengajukan kedilan kepada pemangku adat (kepala suku), maka tuntutan
tersebut tidak akan diterima atau tidak akan diperoses, karena pada masyarakat sasak yang
masih tunduk pada adat istiadat yang berlaku menganggap bahwa anak perempuan tidak
memilik hak untuk mendapat harta warisan dari orang tuanya kecuali orang tua atau
saudara kandung dari anak perempuan memberikannya secara sukarela, maka anak
perempuan sasak menerima pemberian tersebut bentuk dari rasa hormat dan menghargai
nilai hukum adat yang berlaku dan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sebagaimana
yang dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4:29.

“’\\T,J:,a;‘yﬂ@up;;;guu}i) U ey 1 23 gt 566 ¥ i 23 G5
s 5 08 a1 &
Terjemahnya:

4“’Muhammad Fitrah Nisardi, dkk., “Penerapan Kaidah Fikih Adah Muhakkamah dalam
Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”,
Qadauna Jurnal Imiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, h. 513.
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Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*®

Allah melarang hamba-hamb-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka
terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak
syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada
lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui
oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat.*® Firman

Allah;
§ 1z o 12 B 055 AT B
Terjemahnya:

Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.* )
Lafaz (& 7 #) yang berlaku dengan suka sama suka, makan (=) atau suka

sama suka yakni kedua belah pihak ridha dengan bagain harta yang didapatkannya tanpa

adanya kecurangan atau keterpaksaan dari dua belah pihak.! Akan tetapi pada penentuan

hak waris anak perempuan sasak yang dimana mereka mendapatkan hak waris yang
berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun, apabila anak
perempuan sasak tidak merasa puas dengan hak waris yang diberikannya dan menuntut
keadialan kepada pemangku adat (kepala suku) maka tuntutan tersebut tidak akan
diterima/tidak diproses dikarenakan anak perempuan sasak diharuskan untuk patuh pada
hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku sasak

Al-Qur’an surah al-Nisa ayat 29 menerangkan bahwasanya seseorang dilarang
mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang
bathil. Terkecuali dengan kesukarelaan atau keridhoan diantara keduanya. Berdasarkan
atas beberapa pendapat para ulama menerangkan bahwa memakan harta orang lain dalam
ayat tersebut memiliki makna yang sangat general dan mendalam, diantaranya yaitu:

a. Islam sangat menjunjung tinggi terhadap kepemilikan pribadi yang dimana hak milik
tersebut mempunyai hak untuk dilindungi dan hak milik tersebut tidak boleh diganggu
gugat

b. Kepemilikan pribadi apabila telah mencapai takaran yang disyariatkan, maka wajib
untuk dikeluarkan hak-haknya dalam mendorong kepentingan agama dan bangsa.

c. Kepemilikan pribadi yang dipandang dimiliki oleh seseorang dengan jumlah yang
banyak, kemudian banyak pula orang yang perlu atas harta tersebut. Maka harta
tersebut tidak bisa diambil dengan semena-mena tanpa diperselisinkan oleh pihak yang
berhak atas harta tersebut.?

48Kementrian Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h. 30.

4SAbdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, Lubabu Al-Tafsir Min Ibni Kasir (Cet.
I;Kairo: Muassasah Dar Al-Hilal, 1414 H/1994 M), h. 125.

S0Kementrian Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, h. 83

SlAris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, “ Taf$ir Surah Al-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan
Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online”, Jurnal Rayah Al-Islam 7 no. 1 (April 2023),
h. 278.

52Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan,  Taf§ir Surah Al-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan
Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online”, Jurnal Rayah Al-Islam 7 no. 1 (April 2023),
h. 278.
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Mengumpulkan harta atau kekayaan sangat dianjurkan, tetapi yang perlu
diperhatikan ialah bagaimana cara atau jalan mencari/mendapatkan harta tersebut, salah
satu jalan mendapatkan harta kekayaan bisa dengan perdagangan, melakukan usaha,
berniaga dan juga salah satunya yaitu dengan adanya pembagian harta warisan dari harta
yang ditinggalkan oleh pewaris dengan mengedepankan atau mendasarkan pada kerelaan
antara pihak ahli waris dengan tidak adanya keterpaksaan. Karena pada prinsipnya pada
pembagian harta waris dalam hukum Islam dengan kadar yang telah jelas. Sedangkan
pada penetapan hak waris anak perempuan pada masyarakat sasak yang memberikan hak
waris berupa perabotan rumah tangga, perhiasan, pakaian dan kain tenun yang dimana
anak perempuan sasak tidak dapat menuntu lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh
hukum adat yang berlaku karena anak perempuan sasak diharuskan patuh pada hukum
adat tersebut

Pada ayat tersebut juga terdapat lafaz (Jlgtfj\f {.iw (.il\y\ Z8E V) yaitu larangan

agar tidak memakan harta diantara sauadara mereka dengan cara yang bathil atau dengan
cara yang dapat menzalimi salah satu diantara ahli waris.>

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid atau orang yang dianggap sebagai
orang yang dianggap dapat menentukan hukum/didengar perkataannya seperti pemangku
adat (kepala suku) dalam menetapkan hukum harus memelihara ‘urf sahih yang ada
dikalang masyarakat dan dapat ditetapkan sebagai hukum. Adapun ‘urf yang fasid tidak
dapat dijadikan hukum.>* Maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwasanya hukum
adat kewarisan yang berlaku pada masyarakat suku sasak saat ini tidak dapat dijadikan
berlakukan sebagai hukum karena fasid (rusak) yang dimana ketidak ridhoan anak
perempuan atas hak waris yang didapatkannya tidak dapat diterima dan diproses oleh
pemangku adat (kepala suku) karena harus tunduk pada hukum adat yang adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bentuk pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat sasak menganut
sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan ditarik oleh garis keturunan anak laki-
laki/bapak. Oleh karena itu bentuk hak waris anak perempuan sasak dalam pembagian
harta warisan hanya berdasarkan pemberian dari pewaris. Hal tersebut dapat terlihat
dari bentuk warisan yang didapatkan anak perempuan sasak yaitu perhiasan, perabotan
rumah tangga, baju dan kain tenun. Sedangkan hak waris yang berupa rumah,
tanah/sawah sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki. Karena sejatinya pada
masyarakat suku sasak lebih mengistimewakan anak laki-laki dalam perkara
pembagian harta warisan dibandingkan dengan anak perempuan yang kedudukan hak
warisnya tidak diberatkan pula karena anak perempuan suku sasak akan meninggalkan
keluarga aslinya dan mengikuti keluarga suaminya setelah pernikahannya.

2. Implementasi kaidah al- ‘@dah muhakkamah pada hak waris anak perempuan sasak

58Aris Munandar, Ahmad Hasan Ridwan, “ Taféir Surah Al-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan
Hukum Akad Ba’i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online”, Jurnal Rayah Al-Islam 7 no. 1, h. 278.

S Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa’id Al-Fighiyyah fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah,
h. 72.
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dilihat dari proses pelaksanaannya yaitu ditetepkan secara musyawarah guna untuk
menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi hak waris yang ditetapkan pada anak
perempuan sasak tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Apabila anak perempuan
sasak tidak mendapatkan hak waris dan menuntut keadilan kepada pemangku adat atau
kepala suku, maka tuntutan tersebut tidak akan diterima atau tidak akan diproses
karena dalam hal ini anak perempuan diharuskan patuh apada hukum adat yang
berlaku kecuali orangtua atau saudara kandungnya memberikan harta warisan secara
sukarela, dalam hal ini al-‘urf/al-‘adah yang berlaku pada masyarakat suku sasak tidak
dapat dijadikan sebagai hukum. Karena pada penerapannya yaitu adat fasid yang
bertentangan dengan aturan pembagian warisan baik dalam al-Qur’an maupun hadfs.
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